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WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 2¥ TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU NOMOR
104/12/TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RA‘]{I-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan

1.

anggaran belan_]a keperluan mendesak yang bersifat wajib
sebagalmana tercantum dalam Pasal 4 ayat {3).b Peraturan
Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pergeseran ‘ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sehingga dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir D.1.g.1).d)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal
terdapat k?lldlSl darurat termasuk keperluan mendesak,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran
Pendapatan! dan Belanja Daerah dapat dilakukan melalui
Perubahan | Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran | Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya apabila
pergeseran |tersebut dilakukan sebelum perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, ditampung dalam peraturan
daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan
realisasi arnggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran
setelah peruibahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota Baubau tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 104/12/Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




. Undang—Undqng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noror 4120);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nepublik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),| sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nepublik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pératuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856}; |

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601}); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
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18.

Nomor 2 Ta'nhun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, |Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan léemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
Sebagamla.na Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan
Gaji Pegawaleegen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 15);
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|
Peraturan [Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan ‘|Tra.nsfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Mente.rl Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Ta.lilun 2022 Nomor 1135);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35);
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keua.ngan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023
Nomor 5}.

' MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 104/12/ TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



i Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, diubah sebagai berikut:

1.

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal
1.B sehingga berbunyi sebagai berikut:

| :
Pasal 1.A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi
anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3).b Peraturan Wali Kota
Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pergeseran APBD;

b. penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang
bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub
kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya diterima oleh
Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD,
penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan
mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD sesuai ketentuan butir D.1.g.1).d) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup belanja Daerah belanja yang bersifat wajib;
|

(3) Pendanaan ketersediaan aiokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun
anggaran berjalan dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

l
Pasal 1 B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah
sebagai berikut:

1. Pendapatan |

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 124.410.033.202,00
b. Pendapatan Transfer | I Rp. 810.270.587.654,00
¢. Lain-lain Pendapatan I?aerah yang Rp. 15.959.584.471,00

Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 950.640.205.327,00



2. Belanja
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Bunga Rp.
4) Belanja Subsidi Rp.
5) Belanja Hibah Rp.
6) Belanja Bantuan Sosial Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.

Jumlah Belanja Operasi Rp.
b. Belanja Modal
1) Belanja Tanah Rp.
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp.
3) Belanja Bangunan Dan Gedung Rp.
4} Belanja Jalan, Jaringan dan

Irigast | Rp.
S5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.
6) Belanja Aset Lainnya Rp.

Jumlah Belanja Modal Rp.

c. Belanja Tidak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Rp.
Su'rplus/ (Defisit) Rp.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 48.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp , 30.905.801.246,00

Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
| Berkenaan Rp.

486.200.397.482,00
274.815.928.445,00
1.710.679.296,00
0,00
35.719.690.618,00
1.047.008.000,00
0,00

799.493.703.841,00
1.061.848.000,00
21.374.013.472,00
58.182.162.031,00
68.779.595.410,00
2,139.161.100,00
425.000.000,00
151.961.780.013,00

16.278.920.227,00

967.734.404.081,00
{(17.094.128.754,00)

17.094.198.754,00

0,00

Ketentuan Lampiran I, diu:bah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran '] dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini;

Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.'|



Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Dltetapkan di Baubau

P
[
: MUH. RASMAN MANAFI
|
Diundangkan di Baubau ,
pada tanggal, 2] Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,
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